
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

04 AGUSTUS 2025

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR 
– KOMODITI TERTENTU

Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Tahun 2025



1.UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun
2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

2.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan PP No. 32 
Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat Jo. 
PP No. 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Tempat Penimbunan Berikat

3.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah 
Kepada Dewan Kawasan Sabang

4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas

6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 Tentang
Perubahan Perpres 61 Tahun 2024 tentang Neraca
Komoditas

1

• Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 18 
Tahun 2021 Jo. Nomor
40 Tahun 2022 tentang
Barang Dilarang Impor

2
• Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 36 
Tahun 2023 jo Nomor 8 
Tahun 2024 Tentang
Kebijakan dan 
Pengaturan Impor

3

• Peraturan Menteri 
Perdagangan Tentang
Kebijakan dan 
Pengaturan Impor

• Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, dan 24 Tahun 2025

• Diundangkan 30 Juni 
2025 Berlaku 60 Hari 
Sejak Diundangkan
(29 Agustus 2025)

DEREGULASI

DASAR KEBIJAKAN PENGATURAN IMPOR

2



Permendag 36 Tahun 2023 juncto Permendag 8 Tahun 2024 akan dicabut, selanjutnya akan diterbitkan:

Permendag Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang akan mengatur Ketentuan Umum Impor

Permendag Per Cluster Komoditi, dengan rincian sebagai berikut:

DEREGULASI KEBIJAKAN IMPOR
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Permendag Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil
Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan 
Peternakan
Permendag Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan
Permendag Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, 
dan Bahan Tambang
Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan 
Telematika
Permendag Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu
Permendag Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi
Permendag Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak 
Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Seluruh Permendag tersebut ditetapkan dan diundangkan tanggal 30 Juni 2025, dan mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) 
hari terhitung sejak tanggal diundangkan (29 Agustus 2025)
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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 
NOMOR 16 TAHUN 2025 

TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR



POKOK PENGATURAN

5

Importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API:
⚬ API-U untuk impor tujuan diperdagangkan
⚬ API-P untuk impor tujuan bahan baku, bahan penolong, dan 

barang modal
⚬ Importir hanya dapat melakukan perubahan terhadap NIB 

yang berlaku sebagai API-U menjadi NIB yang berlaku
sebagai API-P

⚬ Ketentuan Penerbitan, Perubahan, dan Perpanjangan Perizinan
Berusaha (PB)

⚬ Ketentuan Verifikasi dan Penelusuran Teknis di Bidang Impor (VPTI)
⚬ Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Impor dalam rangka

pengecualian ketentuan impor

Ketentuan Impor Barang Komplementer, Barang 
Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang Pelayanan Purna 
Jual

Perizinan Berusaha dalam bentuk Importir Terdaftar (IT),
Importir Produsen (IP), dan Persetujuan Impor (PI) yang
diajukan secara elektronik melalui SINSW

Kewajiban dan Sanksi Importir

o Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari

Kawasan berfasilitas (KPBPB, KEK, TPB) serta Impor barang dalam

rangka kemudahan impor tujuan ekspor pembebasan (KITE).

o Impor komoditi barang K3L sudah diberlakukan ketentuan dan

pengaturan impor saat masuk ke Kawasan berfasilitas dan KITE

o Impor komoditi barang non K3L belum diberlakukan ketentuan

dan pengaturan impor saat masuk ke Kawasan berfasilitas dan

KITE

PERMENDAG NOMOR 16 TAHUN 2025 
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR



INSTRUMEN PEMBATASAN IMPOR
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PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR:

INSTRUMEN LAINNYA:

Importir Produsen (IP) adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa bukti
pendaftaran Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-PIP

Importir Terdaftar (IT) adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa bukti
pendaftaran Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U IT

Persetujuan Impor (PI) adalah Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa
persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perdagangan untuk melakukan Impor

PI

Laporan Surveyor (LS) adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan
Verifikasi atau Penelusuran Teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian
Barang yang diimpor

LS



VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS 
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Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

• Verifikasi atau Penelusuran Teknis dilakukan oleh Surveyor
yang telah ditetapkan oleh Menteri.

• Pengajuan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis
terhadap Impor Barang dilakukan secara elektronik oleh
Importir kepada Surveyor melalui sistem yang dimiliki
Surveyor.

• Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor Barang
dilakukan di:
a. negara asal Barang;
b. negara muat; atau
c. pelabuhan muat,
di luar negeri.

• Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS)
yang digunakan sebagai:
a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di Kawasan Pabean; atau
b. dokumen persyaratan Impor yang pemeriksaannya dilakukan setelah melalui Kawasan Pabean (post

border).



PENGAWASAN IMPOR

88

Pemeriksaan kelengkapan dokumen impor
dilakukan di kawasan Pabean. Pengawasannya
dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu

Border

Pemeriksaan kelengkapan dokumen impor
dilakukan setelah keluar dari kawasan Pabean.
Pengawasannya dilakukan oleh Ditjen
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Kemendag

Post Border

Perizinan Berusaha dibidang impor digunakan sebagai:
a. Dokumen pelengkap pabean yang dilakukan pemeriksaannya di kawasan Pabean (komoditi Border) atau setelah keluar dari

kawasan Pabean (komoditi Post Border).
b. Dokumen persyaratan Impor untuk komoditi yang pengawasannya dilakukan setelah keluar dari kawasan Pabean (komoditi

Post Border).
c. Importir wajib mencantumkan nomor dan tanggal penerbitan Perizinan Berusaha dan/atau Laporan Surveyor pada dokumen

kepabeanan yaitu Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Perizinan Berusaha di bidang Impor sudah harus dipenuhi sebelum barang masuk kawasan pabean (sebelum tanggal manifest BC 
1.1 ) baik untuk barang yang pengawasannya Border maupun post border. 



ALUR PROSES PERMOHONAN 
PERIZINAN MELALUI SSM SINSW
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KEWAJIBAN IMPORTIR (1)
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Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Menyampaikan laporan realisasi Impor baik yang terealisasi maupun

tidak terealisasi secara elektronik kepada Menteri.

Terhadap Impor Barang tertentu, menyampaikan laporan realisasi

distribusi baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara

elektronik kepada Menteri.

a. IT, IP, atau PI dan LS, Importir menyampaikan laporan hanya terhadap PI

b. IT, IP, dan PI, Importir menyampaikan laporan hanya terhadap PI

c. IT, IP dan LS, Importir menyampaikan laporan hanya terhadap IT atau IP

d. PI dan LS, Importir menyampaikan laporan hanya terhadap PI

Penyampaian laporan realisasi setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui

SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.

Importir yang dikenai kewajiban:



KEWAJIBAN IMPORTIR (2)
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Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Importir yang melakukan impor terhadap barang yang dikenai

kewajiban Laporan Surveyor wajib menyampaikan laporan realisasi

Impor secara elektronik.

Laporan realisasi dilakukan setelah Importir menyelesaikan

kegiatan Impor.

Laporan realisasi Impor disampaikan paling lama 30 (tiga puluh)

hari setelah Laporan Surveyor digunakan sebagai:

a. dokumen pelengkap pabean yang pemeriksaannya dilakukan di

Kawasan Pabean; atau

b. dokumen persyaratan Impor yang pemeriksaannya dilakukan

setelah melalui Kawasan Pabean (post border).



ILUSTRASI KEWAJIBAN PELAPORAN 
REALISASI IMPOR
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Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

(10 Januari 2025)

Perizinan Berusaha
Terbit

(15 Februari 2025)

Batas pelaporan
realisasi bulan
Januari

(16 Februari 2025)

Mendapatkan
sanksi
administratif
“Peringatan”

(17 Maret 2025)

Mendapatkan
sanksi
administratif
“Pembekuan”

(17 Maret 2025 - dst)

Penangguhan
penerbitan, 
perubahan, 
perpanjangan
perizinan berusaha
dan Suket serta
pelayanan VPTI



SANKSI 
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Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Barang harus diekspor Kembali,
dimusnahkan, ditarik dari distribusi,
atau dapat diperlakukan lain sesuai
dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

BARANG TIDAK SESUAI KETENTUAN

Ditanggung oleh Importir.
BIAYA AKIBAT PENGENAAN SANKSI 

Terhadap Importir yang melakukan pelanggaran terhadap Kebijakan dan pengaturan
impor, dikenai sanksi administratif antara lain berupa:
a. rekomendasi pencabutan NIB sebagai API;
b. pembekuan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
c. pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
d. penangguhan penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Impor;
e. pembekuan Laporan Surveyor; dan/atau
f. pencabutan Laporan Surveyor;
g. penangguhan pelayanan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.Impor.

Jenis-jenis pelanggaran terkait impor, diantaranya:
1. dalam hal Importir tidak menyampaikan laporan realisasi impor atau laporan

distribusi;
2. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan data atau

informasi permohonan Perizinan Berusaha di bidang Impor atau Surat
Keterangan Impor;

3. dalam hal mengimpor Barang tertentu dengan jenis dan/atau jumlah yang tidak
sesuai dengan data atau informasi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha di
bidang Impor atau Surat Keterangan Impor;

4. dalam hal mengimpor Barang tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan;
5. dalam hal melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan berdasarkan

informasi dari direktorat jenderal yang membidangi kepabeanan;
6. dalam hal terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Perizinan

Berusaha di bidang Impor, Surat Keterangan, atau Laporan Surveyor;
7. dalam hal Importir sedang dalam proses penyidikan atas tindak pidana

penyalahgunaan perizinan berusaha di bidang impor, surat keterangan dan
Laporan Surveyor.

Importir yang telah dikenai sanksi pencabutan
Perizinan Berusaha di bidang Impor, dan/atau

pencabutan Laporan Surveyor tidak dapat
mengajukan kembali permohonan Perizinan

Berusaha di bidang Impor dan/atau Laporan Surveyor 
selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal

pencabutan Perizinan Berusaha di bidang Impor
dan/atau Laporan Surveyor.
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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN CLUSTER KOMODITI IMPOR 
(PERMENDAG NOMOR 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, DAN 24 

TAHUN 2025)



1
515

PARAMETER DEREGULASI KEBIJAKAN IMPOR
Komoditas yang tidak termasuk dalam deregulasi lartas impor:

Barang Strategis yang Telah 
Ditetapkan Neraca

Komoditas (NK) - 454 Pos 
Tarif/HS

Beras, Gula, Garam, Produk
Perikanan, Jagung, Bawang

Putih, Minyak Bumi, Gas Bumi, 
dan Hewan dan Produk

Hewan (Daging Lembu dan 
Sapi dan Kerbau Bakalan). 

Barang Terkait Keamanan, 
Keselamatan, Kesehatan Dan 

Lingkungan Serta Moral 
Hazard (K3LM) - 326 Pos 

Tarif/HS
Intan Kasar, Bahan Peledak, 

Nitrocellulose, Bahan Perusak
Lapisan Ozon (BPO),  

Minuman Beralkohol dan Lain 
Sebagainya. 

Barang Strategis dan/atau
Industri Padat Karya - 1.717 

Pos Tarif/HS

Tekstil dan Produk Tekstil; 
Pakaian Jadi dan Aksesoris
Pakaian Jadi; Ban; Besi atau

Baja; Baja Paduan dan Produk
Turunannya; dan Lain 

Sebagainya.

1 2 3



1
616

KELOMPOK KOMODITI IMPOR DEREGULASI YANG TELAH DIPUTUSKAN 
DALAM RAKORTAS KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN

KELOMPOK KOMODITI DEREGULASI IMPOR
(482 HS)

Bahan Baku/
Penolong Industri (29 HS)

Bahan Baku Pastik
Bahan Bakar Lain
Pupuk Bersubsidi
Sakarin, Siklamat, 
Preparat Bau-bauan, 
Mengandung Alkohol
Bahan Kimia Tertentu
Mutiara

1

Produk Penunjang
Program Nasional (2 HS)

Food Tray dari besi
anti karat

2

Produk Kehutanan
(441 HS)

4

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Produk Industri Berdaya
Saing (10 HS)

Alas Kaki
Sepeda Roda Dua dan 
Roda Tiga

3

1.
2.

Semua Pos Tarif/HS 
Produk Kehutanan



KELOMPOK KOMODITI PENGATURAN IMPOR DENGAN KUOTA/ALOKASI 
IMPOR (PI) YANG DIDEREGULASI 
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NO KOMODITI JUMLAH HS LARTAS SEMULA LARTAS MENJADI

1 Produk Kehutanan 441 PI (Persyaratan PI berupa deklarasi impor dari Kementerian Kehutanan)

Tidak ada lartas
(Tetap memerlukan Deklarasi

Impor dari Kementerian 

Kehutanan)

2 Pupuk Bersubsidi 7 PI (Persyaratan PI berupa Pertek dari Kementerian Pertanian) Tidak dikenakan lartas

3 Bahan Bakar Lain 9
PI (Persyaratan PI berupa Pertek dari Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral/Kementerian Perindustrian)
Tidak dikenakan lartas

4 Bahan Baku Plastik 1 PI (Persyaratan PI Non Pertek) Tidak dikenakan lartas

5
Sakarin, Siklamat, Preparat Bau-

bauan Mengandung Alkohol
6 PI dan LS (Persyaratan PI berupa Pertek dari Kementerian Perindustrian) Hanya LS

6 Bahan Kimia Tertentu 2 PI dan LS (Persyaratan PI berupa Pertek dari Kementerian Perindustrian) Hanya LS

7 Mutiara 4
PI dan LS (Persyaratan PI berupa Pertek dari Kementerian Kelautan dan 

Perikanan)
Hanya LS

8
Food Tray – Besi atau Baja, Baja 

Paduan, Produk Turunannya
2 PI dan LS (Persyaratan PI berupa Pertek dari Kementerian Perindustrian) Tidak dikenakan lartas

9 Alas Kaki 6
PI dan LS

(Persyaratan PI Non Pertek)
Hanya LS

10 Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga 4 PI dan LS (Persyaratan PI Non Pertek) Hanya LS

Total 482

17

PRODUK 
KEHUTANAN

BAHAN 
BAKU/PENOLONG 

INDUSTRI

PRODUK PENUNJANG 
PROGRAM NASIONAL

PRODUK INDUSTRI 
BERDAYA SAING



KELOMPOK KOMODITI LAINNYA YANG 
MENGALAMI PERUBAHAN KETENTUAN IMPOR
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NO KOMODITI JUMLAH HS LARTAS SEMULA LARTAS MENJADI

1
Pakaian Jadi dan Aksesori

Pakaian Jadi
322 PI dan LS (Persyaratan PI berupa data tersedia)

PI dan LS (Persyaratan PI berupa Pertek dari

Kemenperin)

Perubahan Persyaratan Penerbitan PI:

18

NO KOMODITI JUMLAH HS KETENTUAN SEMULA KETENTUAN MENJADI

1

Sapi perah dan kerbau perah –

pemasukan dalam hal tertentu

yang berasal dari negara belum 

bebas PMK

2
Tidak diperbolehkan impor dari negara belum bebas

PMK 

Diperbolehkan impor dengan lartas PI 

(Persyaratan PI berupa

Rekomendasi dari Kementan) 

Relaksasi impor atas sapi perah dan kerbau perah dari negara belum bebas penyakit
mulut dan kuku (PMK):



STRUKTUR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR - CLUSTER KOMODITI

19

NO STRUKTUR URAIAN ISI

1. BATANG TUBUH POKOK PENGATURAN KETENTUAN IMPOR

2. LAMPIRAN I BARANG TERTENTU YANG DIBATASI IMPOR

3. LAMPIRAN II PENGECUALIAN KETENTUAN IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG 
TIDAK DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

4. LAMPIRAN III PENGECUALIAN KETENTUAN IMPOR YANG DILAKUKAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG 
DAPAT MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

5. LAMPIRAN IV PENGECUALIAN KETENTUAN IMPOR YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN USAHA BAGI IMPORTIR YANG DAPAT
MEMILIKI NIB YANG BERLAKU SEBAGAI API

6. LAMPIRAN V IMPOR BARANG KOMPLEMENTER, BARANG UNTUK KEPERLUAN TES PASAR, DAN/ATAU UNTUK PELAYANAN PURNA
JUAL

7. LAMPIRAN VI DAFTAR KOMODITAS YANG PENGAWASANNYA DILAKUKAN SETELAH MELALUI KAWASAN PABEAN (POST BORDER), 
YANG MASUK DALAM BARANG PANGAN STRATEGIS CAKUPAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI



PERMENDAG NOMOR 17 TAHUN 2025 
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

2
020

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:

TEKSTIL, KARPET, DAN PENUTUP LANTAI TEKSTIL LAINNYA;

TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK;

BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA;

PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI.



POKOK PERUBAHAN PERMENDAG CLUSTER TPT

2
121

NO URAIAN PERUBAHAN SEMULA (PERMENDAG 8/2024) MENJADI (PERMENDAG 17/2025)

1 Perubahan nomenklatur untuk
komoditas TPT

➔ Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) ➔ Tekstil, Karpet, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya

2 Perubahan persyaratan PI 
Pakaian Jadi dan Aksesori
Pakaian Jadi untuk 322 HS 
barang dengan pengaturan
Lartas PI dan LS

Lampiran I Permendag Nomor 36 Tahun
2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Kebijakan dan Pengaturan Impor

➔ persyaratan semula data tersedia
berupa rencana impor

Lampiran I Permendag Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan
dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

➔ persyaratan menjadi Pertimbangan Teknis dari Kementerian
Perindustrian

3 Penambahan elemen data yang 
dilakukan penelitian (validasi)
antara dokumen LS dengan
dokumen pemberitahuan
pabean impor khusus
komoditas TPT 

Pasal 24 ayat (17) Permendag Nomor 36
Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Kebijakan dan Pengaturan Impor

➔ penelitian dilakukan terhadap:
a. nomor dan tanggal terbit LS;
b. pos tarif/harmonized system; dan
c. pelabuhan tujuan, kecuali LS yang

diterbitkan di KPBPB, KEK, atau TPB.

Pasal 4 ayat (6) Permendag Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

s
➔ Penelitian dilakukan terhadap:
a. nomor dan tanggal terbit LS;
b. pos tarif/harmonized system;
c. jumlah dan satuan barang; dan
d. pelabuhan tujuan, kecuali LS yang diterbitkan di KPBPB, KEK,

atau TPB.



PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 17 TAHUN 2025 
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

22



PERMENDAG NOMOR 18 TAHUN 2025 
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PERTERNAKAN

2
323

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:

HEWAN DAN PRODUK HEWAN;

BERAS;

JAGUNG;

GULA;

BAWANG PUTIH;

PRODUK HORTIKULTURA.



POKOK PERUBAHAN PERMENDAG CLUSTER PERTANIAN DAN PETERNAKAN

2
424

NO URAIAN PERUBAHAN SEMULA (PERMENDAG 8/2024) MENJADI (PERMENDAG 18/2025)

1 Penambahan ruang lingkup produk
yang diatur impornya berupa sapi
perah betina dan kerbau perah
betina

➔ Tidak diatur dalam Lampiran I Permendag
Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024
tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang
Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan

➔ Penambahan uraian Sapi Perah Betina dan Kerbau Perah Betina
pada Lampiran I Permendag Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kebijakan
dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan

2 Pemberlakuan Kebijakan dan 
Ketentuan Impor untuk impor barang 
dari LDP ke TPB

Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor
36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024
tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

➔ Barang Pertanian dan Peternakan yang
diberlakukan ketentuan dan kebijakan impor
dari LDP ke TPB berupa Gula

➔ Penambahan 3 kelompok komoditas di klaster Barang Pertanian dan
Peternakan yang diberlakukan ketentuan dan kebijakan impor dari
LDP ke TPB yang semula hanya Gula ditambah 3 (tiga) kelompok
komoditas, yaitu Beras (Beras Keperluan Umum BUMN pemilik API-U
dan Beras Keperluan Lain BUMN Pemilik API-U), Bawang Putih, dan
Produk Hortikultura

3 Pengecualian masa pemberlakuan
ketentuan impor untuk pemasukan
barang berupa Beras Keperluan
Umum BUMN pemilik API-U, Beras 
Keperluan Lain BUMN Pemilik API-U, 
Bawang Putih, dan Produk
Hortikultura ke TPB

Diatur dalam BAB XI Ketentuan Peralihan Permendag Nomor 18 Tahun
2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan
Peternakan

➔ Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap
pemasukan atau Impor beras keperluan umum BUMN pemilik API-U,
beras keperluan lain BUMN pemilik API-U, bawang putih, dan produk
hortikultura ke TPB yang tiba di TPB paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah Peraturan Menteri ini berlaku.



PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG 
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

25



PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2025 
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

2
626

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:

GARAM;

MUTIARA;

CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA;

HASIL PERIKANAN.



POKOK PERUBAHAN PERMENDAG CLUSTER GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

2
727

NO URAIAN PERUBAHAN SEMULA (PERMENDAG 8/2024) MENJADI (PERMENDAG 19/2025)
1 Perubahan Lartas Komoditas

Mutiara
PI dan LS

2 Penambahan Kategori
Pengecualian untuk komoditas
Calon Induk, Induk, Benih Ikan 
dan/atau Inti Mutiara

➔ Tidak diatur dalam Permendag
Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8
Tahun 2024 tentang Kebijakan dan
Pengaturan Impor

Diatur dalam Lampiran III Permendag Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan
Impor Garam dan Komoditas Perikanan

➔ Menambahkan 2 (dua) kategori pengecualian yaitu:
1. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
• Output berupa Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri
• Persyaratan berupa surat keterangan/dukungan/rekomendasi dari kementerian/lembaga

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan atau di bidang riset.

• Keterangan:
- Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim;
- Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku dalam 1

(satu) periode; dan
- Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean

Impor.

2. Barang untuk kegiatan pameran
• Output berupa Surat Keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri
• Persyaratan:
- Surat pernyataan bahwa barang tidak untuk diperdagangkan; dan
- Surat keterangan/dukungan/ rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
• Keterangan:
- Surat Keterangan berlaku paling lama 1 (satu) tahun takwim.
- Importir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Surat Keterangan yang masih berlaku dalam 1

(satu) periode.
- Surat Keterangan berlaku untuk 1 (satu) atau lebih penyampaian Pemberitahuan Pabean

Impor.

Hanya LS



PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG 
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

28

CATATAN:
TERDAPAT PERUBAHAN LARTAS 4 HS KOMODITI MUTIARA (7101.10.00; 7101.21.00; 7101.22.00; 7116.10.00) YANG SEMULA PI 
DAN LS MENJADI HANYA LS



PERMENDAG NOMOR 20 TAHUN 2025 
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN 
BAHAN TAMBANG

2
929

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:
BAHAN BAKU PELUMAS;

SEMEN CLINKER DAN SEMEN;

INTAN KASAR;

PREKURSOR NON FARMASI;

MINYAK BUMI DAN GAS BUMI;

NITROCELLULOSE (NC);

BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK 

INDUSTRI KOMERSIAL;

BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO); 

BAHAN BERBAHAYA (B2);

HIDROFLUOROKARBON (HFC);

BAHAN KIMIA TERTENTU.



POKOK PERUBAHAN PERMENDAG BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA DAN BAHAN TAMBANG

3
030

NO URAIAN PERUBAHAN SEMULA (PERMENDAG 8/2024) MENJADI (PERMENDAG 20/2025)
1 Perubahan Lartas untuk 2 HS (2835.31.90,

2915.11.00) komoditi Bahan Kimia Tertentu
PI dan LS

2 Perbaikan keterangan kandungan bahan
pada kolom jenis barang HS 3827.64.00
komoditas HFC

➔ Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 36
Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Kebijakan dan Pengaturan Impor

A

➔ Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan
dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang

3 Perbaikan keterangan kandungan bahan
pada kolom jenis barang HS 3827.68.00
komoditas HFC

➔ Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 36
Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Kebijakan dan Pengaturan Impor

➔ Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kebijakan
dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang

4 Perubahan ketentuan pada PI Komplementer
dan PI Tes Pasar untuk komoditi Bahan 
Berbahaya (B2) dan Bahan Kimia Tertentu
(BKT)

Diatur dalam Lampiran VII Permendag Nomor 36
Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Kebijakan dan Pengaturan Impor

➔ Mengakomodir skema KTPPJ berupa PI
Komplementer dan PI Tes Pasar untuk komoditi
Bahan Berbahaya (B2) dan Bahan Kimia Tertentu
(BKT)

➔ Tidak diatur (dihapus)
➔ Ketentuan PI Komplementer dan PI Tes Pasar untuk produk Bahan Kimia, Bahan

Berbahaya, dan Bahan Tambang diatur dalam Lampiran V Permendag Nomor 20
Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan
Berbahaya, dan Bahan Tambang

Hanya LS



PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN 
DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG

31

CATATAN:
TERDAPAT PERUBAHAN 
LARTAS UNTUK 2 HS
KOMODITI BAHAN KIMIA 
TERTENTU (2835.31.90, 
2915.11.00) YANG SEMULA 
PI DAN LS MENJADI 
HANYA LS



PERMENDAG NOMOR 21 TAHUN 2025 
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA

3
232

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:

MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN 

MESIN PRINTER BERWARNA;

TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGGAM, DAN KOMPUTER TABLET;

ELEKTRONIK;

BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN.



POKOK PERUBAHAN PERMENDAG CLUSTER BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA

3
333

NO URAIAN PERUBAHAN SEMULA (PERMENDAG 8/2024) MENJADI (PERMENDAG 21/2025)
1 Pembagian komoditas

Elektronik
➔ Dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo

Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan
Pengaturan Impor yang diatur hanya
Elektronik

➔ Komoditas Elektronik dan Telematika dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Elektronik Selain Berbasis Sistem Pendingin, mencakup 125 Pos Tarif/HS dengan Lartas LS
b. Elektronik Berbasis Sistem Pendingin, mencakup 14 Pos Tarif/HS dengan rincian:
• 3 Pos Tarif/HS (AC) dengan Lartas PI dan LS
• 11 Pos Tarif/HS dengan Lartas LS

2 Penyederhanaan
persyaratan penerbitan PI 
Telepon Seluler, Komputer
Genggam (Handheld) dan 
Komputer Tablet (3 HS)

Diatur dalam Lampiran I Permendag
Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun
2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan
Impor

➔ IT;
➔ Tanda Pendaftaran Produk (TPP) dari

Kementerian Perindustrian;
➔ sertifikasi alat perangkat telekomunikasi

dari Kementerian Komunikasi dan Digital

Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Barang Elektronik dan Telematika

➔ IT;
➔ Tanda Pendaftaran Produk (TPP) dari Kementerian Prindustrian

3 Perubahan ketentuan pada 
subkomoditas Elektronik 
Berbasis Sistem Pendingin

Dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan
Pengaturan Impor, Elektronik Berbasis Sistem
Pendingin (14 HS), terhadap pemasukan
barang dari LDP ke KPBPB, KEK, TPB belum
diberlakukan ketentuan dan kebijakan Impor

Diatur dalam Permendag 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik
dan Telematika

➔ Masuk ke dalam kategori Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan
hidup (K3L)

➔ Pemasukan barang dari LDP ke KPBPB, KEK, TPB diberlakukan ketentuan dan kebijakan Impor
➔ Terhadap kategori pengecualian pada Lampiran I, II, dan III Permendag Klaster, untuk komoditi ini

tetap diwajibkan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI)

4 Pengecualian masa 
pemberlakuan ketentuan
impor untuk impor barang
berupa Elektronik Berbasis
Sistem Pendingin ke KPBPB, 
KEK, TPB, serta KITE 

Diatur dalam BAB XI Ketentuan Peralihan Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan
Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika

➔ Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap pemasukan atau Impor Elektronik
dan Telematika berupa elektronik berbasis sistem pendingin ke KPBPB, KEK, TPB, serta dalam rangka
fasilitas kemudahan Impor tujuan ekspor pembebasan yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Menteri ini berlaku.



PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG 
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA
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PERMENDAG NOMOR 22 TAHUN 2025 
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG INDUSTRI TERTENTU

3
535

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:
BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, 

DAN PRODUK TURUNANNYA;

BAN;

PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI;

KERAMIK;

KACA LEMBARAN DAN KACA 

PENGAMAN;

SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-

BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL;

BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL;

PLASTIK HILIR;

KATUP.



POKOK PERUBAHAN PERMENDAG CLUSTER BARANG INDUSTRI TERTENTU

3
636

NO URAIAN PERUBAHAN SEMULA (PERMENDAG 8/2024) MENJADI (PERMENDAG 22/2025)
1 Perubahan Lartas Komoditas Sakarin, 

Siklamat, Preparat Bau-bauan
Mengandung Alkohol

PI dan LS

2 Perubahan pengaturan Lartas produk
Besi Baja, Baja Paduan dan Produk
Turunannya selain food tray dari besi
anti karat dengan Pos Tarif/HS Ex 
7323.93.10 dan Ex 7323.93.10

PI dan LS - Tidak dikenakan lartas impor untuk barang berupa food tray

- Selain food tray tetap dikenakan lartas PI dan LS

Catatan:
1. Untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengingat suplai dari dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan namun tanpa mengabaikan perlindungan terhadap

industri dalam negeri di masa mendatang;

2. Deregulasi ini bersifat sementara dan akan menjadi prioritas yang akan dievaluasi kembali berdasarkan kesiapan produksi dalam negeri;

3. Deregulasi ini dalam rangka mendorong penerapan SNI Wajib produk Food Tray untuk memastikan food tray yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

3 Ketentuan Impor food tray Pos 
Tarif/HS 7323.93.10 dan 7323.93.90 
yang sudah masuk Kawasan Pabean

Diatur dalam BAB XI Ketentuan Peralihan Permendag Nomor 22 Tahun 2025
tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu

➔ Untuk food tray yang sudah tiba dipelabuhan sejak 3 Oktober 2024
dikecualikan terhadap ketentuan kebijakan dan pengaturan impor
sebelum Peraturan Menteri ini

➔ Dapat dilakukan oleh Importir dengan melampirkan surat pernyataan
tanggung jawab terhadap kebenaran penggunaan untuk mendukung
proyek strategis nasional program makan bergizi gratis

Hanya LS



PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN 
DAN PENGATURAN IMPOR BARANG INDUSTRI TERTENTU

37

CATATAN:
TERDAPAT PERUBAHAN 
LARTAS 6 HS KOMODITI 
SAKARIN, SIKLAMAT, 
PREPARAT BAU-BAUAN 
MENGANDUNG ALKOHOL 
(2925.11.00; 2929.90.10; 
2929.90.20; 3302.10.10; 
3302.10.20; 3302.10.90) 
YANG SEMULA PI DAN LS
MENJADI HANYA LS



PERMENDAG NOMOR 23 TAHUN 2025 
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG KONSUMSI

3
838

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:
MAKANAN DAN MINUMAN;

OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN 

KESEHATAN ;

KOSMETIK DAN PERBEKALAN 

KESEHATAN RUMAH TANGGA;

MAINAN;

TAS;

MINUMAN BERALKOHOL;

ALAS KAKI;

SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA.



POKOK PERUBAHAN PERMENDAG CLUSTER BARANG KONSUMSI

3
939

NO URAIAN PERUBAHAN SEMULA (PERMENDAG 8/2024) MENJADI (PERMENDAG 23/2025)
1 Perubahan Lartas 6 HS 

Komoditas Alas Kaki dan 4 HS 
Komoditas Sepeda Roda Dua 
dan Roda Tiga

PI dan LS:

2 Ketentuan Impor Minuman
Beralkohol Duty Paid 

➔ Lampiran I Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024
tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Ketentuan Lain-lain

Impor Minuman Beralkohol oleh pemilik PI Minuman Beralkohol Duty Paid
(API-U) hanya dapat dilakukan melalui:

a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung
Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Manado,
Soekarno Hatta di Makassar; atau

b. bandar udara internasional,

dan dimasukkan ke Pusat Logistik Berikat.

➔ Lampiran I Permendag Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan
Pengaturan Impor Barang Konsumsi

➔ Impor Minuman Beralkohol oleh pemilik PI Minuman Beralkohol Duty Paid
(API-U) hanya dapat dilakukan melalui Pusat Logistik Berikat.

3 Pemberlakuan Kebijakan dan 
Ketentuan Impor untuk impor
barang dalam rangka fasilitas
KITE

Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 36 Tahun 2023 jo Nomor
8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

➔ Barang Konsumsi yang diberlakukan ketentuan dan kebijakan impor
untuk impor dalam rangka fasilitas KITE, yaitu Makanan dan
Minuman, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Tas, Minuman Beralkohol,
Alas Kaki serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga.

➔ Penambahan 1 kelompok komoditas di klaster Barang konsumsi yang
diberlakukan ketentuan dan kebijakan impor untuk impor dalam rangka
fasilitas KITE yang semula 7 komoditi (Makanan dan Minuman, Obat
Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga, Tas, Minuman Beralkohol, Alas Kaki serta
Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga) bertambah 1 (satu) yaitu Mainan

4. Pengecualian pemberlakuan
ketentuan impor untuk impor
barang berupa mainan dalam
rangka fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE) 

Diatur dalam BAB XI Ketentuan Peralihan Permendag Nomor 23 Tahun 2025
tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi

➔ Ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor dikecualikan terhadap Impor
Barang Konsumsi berupa mainan dalam rangka fasilitas kemudahan Impor
tujuan ekspor pembebasan yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat
30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

Hanya LS



PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN 
DAN PENGATURAN IMPOR BARANG KONSUMSI

40

CATATAN:
TERDAPAT PERUBAHAN LARTAS KOMODITI 6 HS ALAS KAKI (6404.11.10; 6404.11.20; 6404.11.90; 6404.19.10; 6404.19.90; 
6404.20.00) DAN 4 HS SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA (8712.00.10; 8712.00.20; 8712.00.30; 8712.00.90) YANG 
SEMULA PI DAN LS MENJADI HANYA LS



PERMENDAG NOMOR 24 TAHUN 2025 
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU 
DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

4
141

KELOMPOK KOMODITI YANG DIATUR:
BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB);

BATERAI LITHIUM TIDAK BARU;

LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI.



POKOK PERUBAHAN PERMENDAG CLUSTER BARANG DALAM KEADAAN TIDAK 
BARU DAN LIMBAH NON B3

4
242

NO URAIAN PERUBAHAN SEMULA (PERMENDAG 8/2024) MENJADI (PERMENDAG 24/2025)
1 Penambahan keterangan

penegasan untuk produk Baterai
Lithium Tidak Baru 

➔ Tidak diatur dalam Permendag Nomor 36
Tahun 2023 jo Nomor 8 Tahun 2024
tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Diatur dalam Lampiran I Permendag Nomor 24 Tahun 2025
tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan
Tidak Baru dan Limbah Non Barang Berbahaya dan Beracun

➔ Menambah keterangan berupa penegasan bahwa Baterai
Lithium Tidak Baru hanya dapat digunakan untuk bahan baku
industri
(disalin dari Pasal 3 ayat (3), Permendag 100/2020 tentang
Ketentuan Impor Baterai Lithium Tidak Baru Sebagai Bahan Baku
Industri Baterai Lithium Untuk Mendukung Percepatan
Tumbuhnya Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai)

➔ Rumusan: “Baterai Lithium Tidak Baru yang diimpor hanya
dapat digunakan untuk bahan baku industri baterai lithium
dan/atau industri pemulihan material barang logam untuk
mendukung percepatan tumbuhnya industri kendaraan
bermotor listrik berbasis baterai”



PENGATURAN LARTAS BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN 
DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN 

BERBAHAYA DAN BERACUN
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PANDUAN SSM 
PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

44

https://www.insw.go.id/pusat-bantuan/tutorial https://inatrade.kemendag.go.id/#/download

Video Panduan SSm Perizinan SINSW Video Panduan SSm Perizinan SINSW



KONSULTASI ONLINE
SSM PERIZINAN DI BIDANG IMPOR

45

https://kemend.ag/PanduanKonsultasiOnline

Modul Panduan Konsultasi Online Registrasi Konsultasi Online

https://kemend.ag/RegistrasiKonsultasiOnline



Kementerian Perdagangan
Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 7, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota 
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

TERIMA KASIH



LAMPIRAN



PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA
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IMPORTIR

SINSW

Pemeriksaan:
15 hari kerja

Penerbitan:
5 hari kerja

INATRADE

SINSW

IMPORTIR

▪ Apabila permohonan dinyatakan lengkap sesuai dengan

persyaratan, namun perizinan berusaha di bidang impor belum

diterbitkan dalam jangka waktu tersebut, dilakukan penerbitan secara

elektronik dan otomatis.

▪ Apabila permohonan dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan,

dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW paling lama 5

hari kerja sejak tanggal permohonan diterima oleh anggota tim.

▪ Pengajuan permohonan perpanjangan diajukan paling cepat 30 (tiga
puluh) hari dan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum masa
berlaku PI berakhir sesuai dengan ketentuan dan persyaratan
perpanjangan PI.

▪ Masa berlaku PI perpanjangan berupa tanggal awal terhitung setelah
berakhirnya masa berlaku PI.

▪ Perpanjangan PI hanya dapat diberikan terhadap Barang yang telah
dimuat pada alat angkut sebelum masa berlaku PI berakhir dan
mengalami keterlambatan kedatangan yang diakibatkan oleh
keadaan tertentu berupa keadaan kahar, bencana kemanusiaan,
bencana alam, gangguan teknis alat angkut, dan/atau keadaan lain
yang mengakibatkan keterlambatan kedatangan.Perpanjangan

Sejak
permohonan

diterima



4949

MATRIKS PERUBAHAN LARTAS 
KOMODITAS DALAM PERMENDAG 

KETENTUAN DAN KEBIJAKAN IMPOR



MATRIKS LARTAS SEMULA-MENJADI (1)
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MATRIKS LARTAS SEMULA-MENJADI (2)
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MATRIKS LARTAS SEMULA-MENJADI (3)
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5353

DETAIL POS TARIF/HS KRITERIA KOMODITI 
PRIORITAS DEREGULASI
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BAHAN BAKU/PENOLONG INDUSTRI (1)
PUPUK BERSUBSIDI (7 HS)

BAHAN BAKAR LAIN (9 HS)

BAHAN BAKU PLASTIK (1 HS)



55

MUTIARA (4 HS)

SAKARIN, SIKLAMAT, DAN PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL (6 HS)

BAHAN KIMIA TERTENTU (2 HS)

BAHAN BAKU/PENOLONG INDUSTRI (2)
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Catatan:
• Hanya untuk barang berupa food tray dari besi anti karat
• Selain food tray tetap dikenakan lartas PI dan LS

PRODUK PENUNJANG PROGRAM NASIONAL

BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA (2 HS)

SEMULA (P8/2024) MENJADI (P22/2025)



ALAS KAKI (6 HS)
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SEPEDA RODA DUA DAN RODA TIGA (4 HS)

PRODUK INDUSTRI BERDAYA SAING



PRODUK KEHUTANAN – 441 HS (1)
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PRODUK KEHUTANAN (2)
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PRODUK KEHUTANAN (3)
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PRODUK KEHUTANAN (4)
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PRODUK KEHUTANAN (5)
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PRODUK KEHUTANAN (6)
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PRODUK KEHUTANAN (7)
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PRODUK KEHUTANAN (8)
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PRODUK KEHUTANAN (9)
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PRODUK KEHUTANAN (10)
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PRODUK KEHUTANAN (11)
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PRODUK KEHUTANAN (12)
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PRODUK KEHUTANAN (13)
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PRODUK KEHUTANAN (14)
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PERTIMBANGAN DEREGULASI UNTUK 10 KOMODITI

1

2

Produk Kehutanan
(441 HS)

Contoh :
Kayu log, kayu lapis, 
peti/kotak kayu, pulp 
kayu, kertas dari pulp 
kayu.

1. Sebagian besar produk kehutanan yang di impor
merupakan bahan baku industri, dengan dilakukan
deregulasi diharapkan Industri dalam negeri akan tumbuh
dengan kemudahan akses bahan baku yang kompetitif. 

2. Deregulasi tetap memperhatikan aspek
ketertelusuran/traceability produk yang di impor berasal
dari sumber yang lestari bukan berasal dari hasil praktek
illegal loging/pembalakan liar hutan, sebagai upaya
pemenuhan aspek ini maka importasi masih memerlukan
deklarasi impor yang diatur oleh Kementerian Kehutanan

Bea Masuk/MFN

0,00% - 25,00%

Pupuk Bersubsidi
(7 HS)

Contoh :
• Pupuk urea
• Pupuk ZA
• Pupuk SP36
• Pupuk NPK

Deregulasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan
pupuk di dalam negeri, menjaga keterjangkauan
harga bagi petani, serta mendukung ketahanan
pangan nasional

Bea Masuk/MFN

0,00%-5,00%

7272



3

4

Bahan Bakar Lain 
(9 HS) 

Contoh :
• Etil Alkohol digunakan untuk

pelarut (industri kosmetik, 
farmasi, kimia), desinfektan
dan produk perawatan kulit;

• Biodiesel dan campurannya
digunakan untuk bahan
bakar alternatif dari sumber
daya terbarukan seperti
minyak nabati (kelapa sawit, 
kedelai) atau hewani.

1. Tren impor Bahan Bakar Lain dari tahun 2020-2024
mengalami tren penurunan. Selain itu, neraca
perdagangan Bahan Bakar Lain dari tahun 2020
sampai dengan April 2025 mengalami surplus
sehingga menunjukan industri dalam negeri
sudah berdaya saing.

2. Selain Industri dalam negeri telah berdaya saing
dan komoditas tersebut merupakan bahan baku
industri, diharapkan industri dalam negeri akan
semakin tumbuh dengan kemudahan akses
bahan baku yang kompetitif.

Bea Masuk/MFN

5,00%-30.00%

Bahan Baku Plastik 
(1 HS)

Contoh:
Kopolimer propilena, 
digunakan dalam berbagai
aplikasi, termasuk kemasan, 
peralatan rumah tangga, 
otomotif, dan berbagai
produk industri lainnya

1. Tren impor Bahan Baku Plastik dari tahun 2020-2024
mengalami tren kenaikan, hal itu merupakan indikator
tumbuhnya industri dalam negeri yang membutuhkan
bahan baku plastik.

2. Namun demikian, nilai impor Bahan Baku Plastik
periode Januari-April 2024 dibandingkan Januari-April
2025 mengalami penurunan, oleh karena itu diusulkan
menjadi tidak ada lartas karena diharapkan Industri
dalam negeri akan tumbuh dengan kemudahan
akses bahan baku yang kompetitif.

Bea Masuk/MFN

10,00%

7373
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5

6

Sakarin, Siklamat,
Preparat Bau-bauan
Mengandung Alkohol

(6 HS)

Contoh :
• Sakarin, siklamat digunakan

untuk pemanis buatan yang 
sering digunakan sebagai
pengganti gula pada produk
makanan dan minuman;

• Preparat bau-bauan
mengandung alkohol
digunakan dalam berbagai
produk seperti parfum, 
cologne, dan produk
perawatan tubuh lainnya.

1. Tren impor Sakarin, Siklamat, Preparat Bau-bauan
Mengandung Alkohol dari tahun 2020- hingga April
2025 terus mengalami penurunan. Selain itu, Neraca
perdagangan komoditas ini sejak tahun 2022
sampai dengan April 2025 mengalami surplus
sehingga menunjukan Industri dalam negeri sudah
berdaya saing.

2. Selain Industri dalam negeri telah berdaya saing dan
komoditas tersebut merupakan bahan baku industri,
diharapkan industri dalam negeri akan semakin
tumbuh dengan kemudahan akses bahan baku
yang kompetitif.

Bea Masuk/MFN

5,00% - 150,00%

Bahan Kimia Tertentu
(2 HS)

Contoh:
• Sodium tripolifosfat

digunakan untuk pelunak
air, pengawet makanan, 
pengemulsi, dan bahan
tambahan dalam deterjen;

• Asam formiat digunakan
untuk bahan pewarna
tekstil, pengawet dan 
antibakteri dalam pakan
ternak, desinfektan.

1. Nilai impor Bahan Kimia Tertentu Bahan Kimia Tertentu
hingga April tahun 2025 mengalami penurunan
dibandingkan tahun lalu.

2. Mengingat komoditas ini merupakan Bahan Baku
Industri, dengan tidak adanya lartas diharapkan
Industri dalam negeri akan tumbuh dengan
kemudahan akses bahan baku yang kompetitif.

Bea Masuk/MFN

5,00%-15,00%
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7

Mutiara (4 HS)

Bea Masuk/MFN

10,00%

Contoh :
Mutiara alam 
atau 
dibudidayakan

1. Tren impor Mutiara daritahun 2020-2024 mengalami tren penurunan. Selain itu, neraca
perdagangan Mutiara daritahun 2020 sampai dengan April 2025 mengalami surplus
sehingga menunjukan industri dalam negeri sudahberdaya saing.

2. Selain Industri dalam negeri telahberdaya saing dan komoditas tersebut merupakan bahan
baku industri, diharapkan industri dalam negeri akansemakin tumbuh dengan kemudahan
akses bahan baku yang kompetitif.

8

Food Tray (2 HS)

Bea Masuk/MFN

15,00%

Contoh :
Food tray

• Untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengingat suplai dari dalam negeri masih belum mencukupi kebutuhan

namun tanpa mengabaikan perlindungan terhadap industri dalam negeri di masa mendatang;

• Deregulasi ini bersifat sementara dan akan menjadi prioritas yang akan dievaluasi kembali berdasarkan kesiapan produksi dalam

negeri;

• Deregulasi ini dalam rangka mendorong penerapan SNI Wajib produk Food Tray untuk memastikan food tray yang digunakan

sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

9

Alas Kaki (6 HS) 

Bea Masuk/MFN

10,00% - 30,00%

Contoh :
Alas kaki olahraga; 
sepatu tenis, sepatu
bola basket, sepatu
senam, sepatu latihan
dan sejenisnya

1. Neraca perdagangan Alas Kaki sejak tahun 2020 sampai dengan April 2025
terus mengalami surplus sehingga menunjukan Alas Kaki dalam negeri
sudah berdaya saing.

2.Deregulasi mendorong agar Industri dalam negeri lebih mampu bersaing
dengan produk impor

10

Sepeda Roda Dua dan
Roda Tiga (4 HS)

Bea Masuk/MFN

25,00%

Contoh :
Sepeda roda dua, sepeda

roda dua untuk anak-
anak, sepeda balap roda
dua, sepeda roda dua 
lainnya

• Tren impor Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga dari tahun 2020-2024
mengalami tren penurunan. Selain itu, neraca perdagangan Mutiara
daritahun 2020 sampai dengan April 2025 mengalami surplus sehingga
menunjukan industri dalam negeri sudahberdaya saing.
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1. Secara garis besar, neraca perdagangan atas produk yang dilakukan deregulasi mengalami
surplus. Pada periode bulan Januari sampai dengan April Tahun 2025, total nilai ekspor
produk yang dilakukan deregulasi tercatat sebesar USD 6,65 Miliar sedangkan nilai impor
pada periode yang sama tercatat sebesar USD 1,32 Miliar sehingga neraca perdagangannya
surplus sebesar USD 5,33 Miliar.

2. Lebih detilnya, nilai ekspor produk yang dilakukan deregulasi periode bulan Januari sampai
dengan April Tahun 2025 tercatat sebesar USD 6,65 Miliar, atau naik sebesar 7,26%
dibandingkan periode yang sama Tahun 2024 sebesar USD 6,20 Miliar, dengan trend ekspor
periode Tahun 2020 s/d 2024 naik rata-rata 3,76% per tahun.

3. Sedangkan nilai impor pada periode bulan Januari sampai dengan April Tahun 2025 tercatat
sebesar USD 1,32 Miliar, atau naik sebesar 14,39% dibandingkan periode yang sama Tahun
2024 sebesar USD 1,15 Miliar, dengan trend impor periode Tahun 2020 sampai dengan 2024
naik rata-rata 6,85% per tahun. Walaupun terdapat peningkatan nilai impor, namun
mayoritas produk yang di impor merupakan bahan baku/penolong industri dalam negeri.

KINERJA PERDAGANGAN 10 KOMODITI DEREGULASI
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PERKEMBANGAN IMPOR PRODUK YANG DIDEREGULASI

Sumber: BPS (2025), diolah Kemendag
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PERKEMBANGAN EKSPOR PRODUK YANG DIDEREGULASI

Sumber: BPS (2025), diolah Kemendag
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PERKEMBANGAN NERACA PERDAGANGAN PRODUK YANG DIDEREGULASI

Sumber: BPS (2025), diolah Kemendag
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NO KOMODITI PERMENDAG NOMOR 8 TAHUN 2024 PERMENDAG NOMOR 17 TAHUN 2025

1 Tekstil dan produk
Tekstil

PI berdasarkan pertimbangan teknis dari
Kemenperin dan LS

Pengawasan Border

PI berdasarkan pertimbangan teknis dari
Kemenperin dan LS

Pengawasan Border

2 Tekstil dan Produk
Teksti Motif Batik

PI berdasarkan pertimbangan teknis dari
Kemenperin dan LS

Pengawasan Border

PI berdasarkan pertimbang teknis dari
Kemenperin dan LS

Pengawasan Border

3 Barang Tekstil Sudah
Jadi Lainnya

PI berdasarkan pertimbangan
teknis dari Kemenperin dan LS

Pengawasan Border

PI berdasarkan pertimbangan teknis dari
Kemenperin dan LS

Pengawasan Border

4 Pakaian Jadi dan
Aksesori Pakaian Jadi

PI berdasarkan rencana impor dan LS

Pemberian alokasi/jumlah impor Pakaian Jadi 
dan Aksesori Pakaian Jadi diatur melalui Perdirjen 
Daglu Nomor 7 Tahun 2024, dalam rangka 
pembatasan dan pengendalian impor

Pengawasan border

PI berdasarkan pertimbangan teknis dari
Kemenperin dan LS

Pengawasan Border

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
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CATATAN :

*Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk Pakaian Jadi, saat ini sedang dalam proses perpanjangan (tahap penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan
Indonesia.)

*

PERLINDUNGAN KEPADA INDUSTRI TEKSTIL INDONESIA MELALUI PENGENAAN BEA MASUK 
TINDAKAN PENGAMANAN (BMTP) UNTUK TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL, BARANG TEKSTIL 

SUDAH JADI LAINNYA, SERTA PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI. 
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PENJELASAN PARAMETER KEBIJAKAN IMPOR 
YANG TIDAK MENJADI PRIORITAS DEREGULASI  

1. BARANG STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN DALAM NERACA KOMODITAS

3. BARANG STRATEGIS DAN/ATAU INDUSTRI PADAT KARYA

2. BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN 
LINGKUNGAN SERTA MORAL HAZARD (K3LM) 
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KEBIJAKAN PENGENDALIAN IMPOR1. BARANG STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN DALAM NERACA KOMODITAS

Berdasarkan Perpres 61/2024 diubah dengan Perpres 7/2025 diatur bahwa Neraca Komoditas adalah data dan informasi
yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri
dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.

No Kelompok Barang Jumlah 

HS

Keterangan 

1. Hewan dan Produk 

Hewan

(Hewan Jenis Lembu 

dan Produk Hewan dari 

Jenis Lembu)

13 Komoditas Hewan dan Produk Hewan tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi karena masih perlu dibatasi 

impornya dengan beberapa pertimbangan yaitu:

1. Melindungi peternak di dalam negeri.

2. Mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam hal memastikan pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan pada 

kelompok komoditas Hewan dan Produk Hewan.

2. Beras 13 Komoditas Beras tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi karena masih perlu dibatasi impornya dengan

beberapa pertimbangan yaitu:

1. Melindungi petani beras di dalam negeri.

2. Melindungi produksi beras dalam negeri dari persaingan harga yang tidak sehat akibat impor beras yang murah.

3. Mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada beras.

3. Gula 6 Komoditas Gula tidak termasuk komoditas yang deregulasi karena masih perlu dibatasi impornya dengan beberapa 

pertimbangan yaitu:

1. Melindungi petani gula di dalam negeri.

2. Melindungi produksi gula dalam negeri dari persaingan harga yang tidak sehat akibat impor gula yang murah.

3. Mendukung upaya Pemerintah dalam hal implementasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang 

percepatan swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Barang Impor yang ditetapkan dalam Neraca Komoditas merupakan barang strategis yang tidak menjadi prioritas untuk
dideregulasi dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden untuk swasembada pangan dan energi.
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No Kelompok Barang Jumlah 

HS

Keterangan 

4. Jagung 2 Komoditas Jagung tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi karena masih perlu dibatasi impornya dengan

beberapa pertimbangan yaitu:

1. Melindungi petani Jagung dalam negeri.

2. Melindungi produksi Jagung dalam negeri dari persaingan harga yang tidak sehat akibat impor jagung yang 

murah.

5. Bawang Putih 1 Komoditas Bawang Putih tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi karena masih perlu diatur impornya 

mengingat:

1. Mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam hal 

memastikan pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan pada komoditas Bawang Putih.

2. Mendukung implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas 

Hortikultura Strategis dalam hal mengupayakan peningkatan luas tanam dan produksi bawang putih di dalam 

negeri.

6. Garam 5 Komoditas garam tidak termasuk komoditas yang dilakukan deregulasi karena masih perlu dibatasi impornya dengan

beberapa pertimbangan yaitu:

1. Melindungi petani garam dalam negeri.

2. Melindungi produksi garam dalam negeri dari persaingan harga yang tidak sehat akibat impor garam yang murah.

3. Mendorong pembangunan pergaraman nasional sesuai dengan Perpres No. 17 Tahun 2025 tentang Percepatan

Pembangunan Pergaraman Nasional yang bertujuan untuk:

a. Mewujudkan Swasembada Garam nasional pada tahun 2027,

b. Meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri, dan

c. Melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional secara terpadu dan berkesinambungan.

1. Mendorong peningkatan kualitas dan pengembangan industri garam dalam negeri untuk pemenuhan garam 

industri dengan spesifikasi tertentu yang secara kuantitas belum dapat dipenuhi oleh garam lokal seperti garam 

untuk kebutuhan chlor alkali plant (CAP), aneka pangan dan kebutuhan farmasi.

(Lanj..) 1. BARANG STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN DALAM NERACA KOMODITAS
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No Kelompok Barang Jumlah 

HS

Keterangan 

7. Hasil Perikanan 386 Komoditas Hasil Perikanan tidak termasuk ke dalam prioritas untuk dilakukan deregulasi dengan
pertimbangan sebagai berikut:

1. Melindungi nelayan dan pembudidaya local

2. Menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan lau

3. Pengendalian kesehatan dan keamanan pangan

4. Mengawasi jumlah dan jenis ikan yang diimpor demi menjaga kestabilan harga hasil perikanan

dalam negeri

8. Minyak Bumi 21 Komoditas Minyak Bumi  tidak termasuk komoditas yang deregulasi karena masih perlu dibatasi

impornya dengan pertimbangan untuk mendukung program ketahanan energi

9. Gas Bumi 7 Komoditas Gas Bumi  tidak termasuk komoditas yang deregulasi karena masih perlu dibatasi

impornya dengan pertimbangan untuk mendukung program ketahanan energi

(Lanj..) 1. BARANG STRATEGIS YANG TELAH DITETAPKAN DALAM NERACA KOMODITAS
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2. BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN 
LINGKUNGAN SERTA MORAL HAZARD (K3LM) 

No Kelompok Barang Jumlah 

HS

Aspek K3LM Keterangan 

1. Prekursor Non Farmasi

Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor

Peraturan Kepala BNN No. 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan 

Prekursor

24 Kesehatan, 

Keselamatan

1. Prekursor Non Farmasi bersifat dual use (dapat disalahgunakan sebagai 

bahan baku narkotika dan psikotropika yang dapat mengancam 

keselamatan dan kesehatan masyarakat)

2. Setiap tahun indonesia perlu melaporkan pemasukan Prekursor ke 

Indonesia serta penggunaannya ke INCB (International Narcotics Control 

Board) sehingga perlu pencatatan data impor beserta importirnya.

2. Nitrocellulose (NC)

Keputusan Presiden RI No, 125 Tahun 1999 tentang pengadaan bahan peledak

Peraturan Menteri Pertahanan No: PER/22/M/XII/2006 tentang Pedoman 

Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak 

Komersial

Peraturan Kapolri No.17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, 

Pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersial

4 Keamanan, 

Keselamatan

Nitrocellulose (NC) yang diimpor sebagian besar digunakan untuk bahan baku

cat dan tinta. Namun demikian NC dapat disalahgunakan sebagai bahan baku

bahan peledak yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan

masyarakat (Dual Use).

3. Bahan Berbahaya

(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi tentang

Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata

Kimia Serta Tentang Pemusnahannya)

98 Keamanan, 

Kesehatan

Bahan Berbahaya yang masuk dalam kelompok B merupakan bahan

berbahaya yang tergolong bahan kimia daftar yang diawasi dan dilaporkan

importasinya kepada Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon 

(OPCW) karena dapat disalahgunakan sebagai senjata kimia pemusnah

massal sehingga harus diatur tata niaga impornya. Namun Bahan berbahaya

yang masuk dalam kelompok A dapat dievaluasi kembali bersama BPOM dan 

Kemenperin atas pos tarif yang diatur khususnya jika memang tidak terdapat

industri dalam negeri, dan tidak termasuk dalam registrasi B3 di KLHK. 

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Moral Hazard (K3LM) merupakan aspek penting yang dipertimbangkan dalam kebijakan
dan pengaturan impor guna melindungi kepentingan nasional dari potensi risiko impor. Barang impor yang termasuk kategori Perlindungan Konsumen
dan terkait K3L tercantum dalam Lampiran I Permendag 36/2023 jo 8/2024, yang merupakan turunan dari UU No. 7/2014 dan PP 29/2021.
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(Lanj..) 2. BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN 
DAN LINGKUNGAN SERTA MORAL HAZARD (K3LM) 

No Kelompok Barang Jumlah 

HS

Aspek K3LM Keterangan 

4. Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

Konvensi Wina Perlindungan Lapisan Ozon (1985) mengenai kesepakatan melakukan

upaya global perlindungan lapisan ozon, dan Protokol Montreal (1987) untuk secara

bertahap menghapus konsumsi Bahan Bahan Perusak Ozon (BPO)

9 Lingkungan 

Hidup

BPO merupakan senyawa kimia yang berpotensi merusak lapisan Ozon dan

berpotensi merusak lingkungan hidup sehingga penggunaanya dikurangi

secara bertahap, sampai pada batas waktu tertentu penggunaan BPO akan

dilarang/dihapuskan (1 Januari 2030 akan dilarang).

5 Hydrofluorocarbon (HFC)

Peraturan Presiden RI No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi

Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan

Pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden No.129 Tahun 2022

tentang Pengesahan Amandemen Atas Protokol Montreal tentang Bahan-Bahan yang

Merusak Lapisan Ozon, Kigali, 2016

20 Lingkungan 

Hidup

Indonesia telah mengesahkan Amandemen Kigali 2016 dan berkomitmen

untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan secara bertahap

mengurangi konsumsi HFC yang memiliki nilai potensi pemanasan global

yang tinggi.

6. Bahan Peledak (Handak)

Keputusan Presiden RI No, 125 Tahun 1999 tentang pengadaan bahan peledak

Peraturan Menteri Pertahanan No: PER/22/M/XII/2006 tentang Pedoman Pengaturan,

Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial

Peraturan Kapolri No.17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan

pengendalian bahan peledak komersial

19 Keamanan, 

Keselamatan

Bahan peledak merupakan bahan yang berbahaya terhadap keamanan dan

keselamatan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan

pengendalian impornya dan Kementerian Pertahanan sebagai industri

pembina telah melakukan pembatasan jumlah izin badan usaha industri

bahan peledak komersial dan juga mengatur pengawasan pemasukan impor

bersama dengan BAIS TNI dan Baintelkam POLRI

7. Barang Berbasis Sistem Pendingin 45 Lingkungan 

Hidup

Pengaturan BBSP diperlukan untuk memastikan bahwa Barang berbasis

sistem berpendingin yang dapat diimpor tidak menggunakan refrigerant

Chlorofluorocarbon (CFC) atau hydrochlorofluorocarbon (HCFC-22) baik

dalam keadaan terisi maupun keadaan kosong karena CFC dan HCFC-22

yang merupakan senyawa kimia yang dilarang penggunaanya karena dapat

merusak lapisan ozon.

8. Intan Kasar

kesepakatan internasional terkait dengan kegiatan ekspor impor intan kasar (rough

diamond) dalam resolusi PBB Nomor 55/56 tanggal 1 Desember 2002 mengenai

penanggulangan masalah penyalahgunaan perdagangan intan yang dikaitkan dengan

konflik bersenjata.

3 Keamanan Sejak tanggal 1 Januari 2003 telah disepakati mekanisme ekspor impor intan

kasar (rough diamonds) dalam bentuk skema sertifikasi intan melalui

Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) untuk menyertifikasi asal usul

intan kasar dari sumber-sumber yang bebas dari konflik yang didanai oleh

produksi intan. proses sertifikasi bertujuan untuk mencegah hasil penjualan

intan mengalir ke gerakan pemberontak
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(Lanj..) 2. BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, 
KESEHATAN DAN LINGKUNGAN SERTA MORAL HAZARD (K3LM) 

No Kelompok Barang Jumlah 

HS

Aspek K3LM Keterangan 

9 Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin 

Printer Berwarna

14 Keamanan Melindungi keamanan negara terhadap percetakan dan peredaran uang palsu, baik Rupiah

maupun selain Rupiah serta dokumen sekuriti lainnya

10 Minuman Beralkohol 53 Kesehatan, Moral 

Hazard

1. Perlindungan terhadap Kesehatan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan untuk Memberikan

perlindungan serta menjaga Kesehatan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat dari dampak

buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol (Perpres 74/2013)

2. Pengamanan fiskal dan pengawasan tata niaga yang lebih akuntabel

Penerimaan negara dari pita cukai dapat terganggu apabila impor tidak dikendalikan.

Ketiadaan PI menyulitkan verifikasi terhadap pelaku usaha resmi dan kontrol terhadap volume

serta jenis minuman beralkohol yang diimpor (dapat meningkatkan peluang praktik ilegal dan

penghindaran pita cukai).

3. Sentimen dan Sensitivitas Masyarakat terhadap Minuman Beralkohol dan Bahan Bakunya

11 Bahan Baku Minuman Beralkohol 10 Kesehatan, Moral 

Hazard

1. Perlindungan terhadap Kesehatan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan untuk Memberikan

perlindungan serta menjaga Kesehatan, ketertiban dan ketentraman Masyarakat dari dampak

buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol (Perpres 74/2013)

2. Pengamanan fiskal dan pengawasan tata niaga yang lebih akuntabel

Penerimaan negara dari pita cukai dapat terganggu apabila impor tidak dikendalikan.

Ketiadaan PI menyulitkan verifikasi terhadap pelaku usaha resmi dan kontrol terhadap volume

serta jenis minuman beralkohol yang diimpor (dapat meningkatkan peluang praktik ilegal dan

penghindaran pita cukai).

3. Sentimen dan Sensitivitas Masyarakat terhadap Minuman Beralkohol dan Bahan Bakunya
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(Lanj..) 2. BARANG TERKAIT KEAMANAN, KESELAMATAN, 
KESEHATAN DAN LINGKUNGAN SERTA MORAL HAZARD (K3LM) 

No Kelompok Barang Jumlah 

HS

Aspek K3LM Keterangan 

12 Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara 72 Lingkungan

Hidup

Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara masih perlu dibatasi impornya dengan

pertimbangan:

1. Melindungi keanekaragaman hayati lokal.

2. Pengendalian penyakit ikan

3. Menjamin kemandirian benih/induk ikan nasional agar pembudidaya tidak tergantung

impor dan dapat mengembangkan unit pembenihan dalam negeri

4. Menjaga populasi induk alam

5. Melindungi spesies ikan yang terancam punah supaya tidak mengancam kelangsungan

lingkungan hidup

Barang yang termasuk dalam komoditas K3L pada Lampiran II Permendag 8/2024 (BMTB, Baterai Lithium Tidak Baru dan Limbah Non B3) tidak menjadi
prioritas untuk deregulasi kebijakan

Barang yang termasuk dalam komoditas K3L pada Lampiran II Permendag 8/2024 (BMTB, Baterai Lithium Tidak Baru dan Limbah Non B3) tidak menjadi
prioritas untuk deregulasi kebijakan
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3. BARANG STRATEGIS DAN/ATAU INDUSTRI PADAT KARYA

Industri padat karya adalah industri yang menggunakan banyak tenaga kerja dalam proses produksinya
dibandingkan penggunaan mesin atau teknologi canggih, dengan ciri-ciri:
● memiliki jumlah pekerja yang banyak
● biaya tenaga kerja merupakan proporsi yang signifikan dalam total biaya produksi, dan
● proses produksi yang melibatkan banyak tahapan dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia.

Berdasarkan Permenperin Nomor 51/M-IND/PER/10/2013 industri padat karya adalah industri yang memiliki tenaga
kerja paling sedikit 200 orang dan persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15%.

Berdasarkan Permenperin Nomor 20 Tahun 2021, Industri Strategis adalah industri yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis,
atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas
pemerintah negara. Industri ini memiliki karakteristik, yaitu penting bagi negara dan masyarakat, meningkatkan nilai
tambah dan mendukung pertahanan dan keamanan.

Sektor konstruksi dalam industri strategis tetap menjadi sektor utama yang menyumbang 9,43% hingga 10,06% dari PDB
dan mempekerjakan 6,55% dari angkatan kerja. Investasi publik dalam perumahan bersubsidi, infrastruktur pedesaan,
dan revitalisasi sekolah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup.
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(Lanj..) 4.BARANG STRATEGIS DAN/ATAU PADAT KARYA

No Kelompok Barang Jumlah HS Keterangan 

1. Tekstil dan Produk 

Tekstil (TPT)

514 1007 Industri Tekstil merupakan industri padat karya dimana proses produksinya sangat bergantung pada tenaga kerja manusia.

Proses-proses seperti pemintalan benang, pembuatan kain, pewarnaan, dan penjahitan memerlukan banyak pekerja.

Jumlah tenaga kerja di Industri Tekstil berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Kementerian Perindustrian

adalah 3 juta – 3,75 juta (belum termasuk pekerja tidak langsung seperti logistik, distribusi, hingga UMKM pendukung),

dengan rincian:

● Tekstil (hulu): 500.000 – 700.000 pekerja;

● Garmen (hilir): 2 juta – 2,5 juta pekerja;

● Produk turunannya (home textile, nonwoven, dll): sisanya.

Berdasarkan Data BPS (6 Februari 2025), proporsi tenaga kerja (banyaknya orang yang bekerja minimal satu jam berturut-

turut per hari) tahun 2024 pada sektor industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 0,66% (urutan ke-5) kemudian

industri tekstil sebesar 0,75% (urutan ke 4), disusul dengan industri pakaian jadi sebesar 2% (urutan ke-2).

Industri yang termasuk dalam sektor tekstil cenderung saling ketergantungan, dengan dilakukannya pembatasan

(tidak dilakukannya deregulasi) terhadap industri hilir akan membantu industri hulu untuk berdaya saing dan

berkembang, dalam kondisi ini:

→ Dengan tidak dilakukannya deregulasi terhadap produk Tekstil akan memberikan perlindungan terhadap industri

benang, industri serat, industri pembuatan kain, dan pewarnaan dalam negeri, mencegah terjadinya PHK tenaga

kerja, dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi

→ Dengan tidak dilakukannya deregulasi terhadap produk Pakaian Jadi maka akan memberikan perlindungan

terhadap industri tekstil dalam negeri, mencegah PHK tenaga kerja, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi

2. TPT Batik dan Motif 

Batik

79

3. Barang Tekstil Sudah 

Jadi Lainnya 

89

4. Pakaian Jadi dan 

Aksesori Pakaian Jadi

325
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No Kelompok Barang Jumlah HS Keterangan 

5. Besi atau Baja, Baja 

Paduan dan Produk

Turunannya

518 Industri Besi Baja nasional merupakan sektor strategis bagi perekonomian. Industri ini berperan penting dalam menciptakan

lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Sementara itu, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil baja terbesar di Asia Tenggara dan menempati urutan ke-15

produsen baja dunia. Kapasitas produksi baja Indonesia mencapai 16 juta ton pada tahun 2023, dan diperkirakan akan meningkat

menjadi 33-35 juta ton pada tahun 2030. Indonesia juga merupakan eksportir besi dan baja terbesar keempat di dunia, dengan

ekspor sebesar 26,7 miliar dolar AS pada tahun 2023.

Berdasarkan Data BPS (6 Februari 2025), proporsi tenaga kerja (banyaknya orang yang bekerja minimal satu jam berturut-turut per

hari) pada sektor industri logam tahun 2024 adalah 0,16% kemudian untuk industri barang logam, bukan mesin dan

peralatannya sebesar 0,43%.

→ Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya termasuk ke dalam komoditi Non Deregulasi karena untuk

menjaga daya saing industri Baja nasional, melindungi industri besi dan baja dalam negeri, mencegah PHK tenaga kerja,

dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

6. Ban 33 Industri ban di Indonesia disebut sebagai industri padat modal dengan karakteristik semi-padat karya karena menyerap tenaga

kerja dalam jumlah signifikan, yaitu sekitar 40.000 tenaga kerja. Pada prinsipnya industri ban masih memerlukan tenaga kerja

dalam jumlah banyak untuk bagian pengemasan dan QC manual, distribusi dan logistik, segmen UMKM ban vulkanisir atau ban

sepeda/motor.

Berdasarkan Data BPS (6 Februari 2025), proporsi tenaga kerja (banyaknya orang yang bekerja minimal satu jam berturut-turut per

hari) pada sektor industri karet, barang dari karet dan plastik tahun 2024 adalah 0,4%

→ Ban termasuk ke dalam komoditi Non Deregulasi karena merupakan industri padat modal dengan nilai investasi tinggi

dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, untuk itu perlu melindungi industri dalam negeri dan mencegah

terjadinya PHK tenaga kerja. Dilain pihak dengan dilindunginya industri dalam negeri maka ekonomi akan mengalami

pertumbuhan.

(Lanj..) 4. BARANG STRATEGIS DAN/ATAU PADAT KARYA
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No Kelompok Barang Jumlah HS Keterangan

7. Telepon Seluler, 

Komputer Genggam 

(Handheld), dan 

Komputer Tablet

3 Komoditas Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi

karena mempertimbangkan investasi yang sudah berjalan di dalam negeri.

8. Elektronik 3 Komoditas Elektronik tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi karena mempertimbangkan investasi yang sudah berjalan di

dalam negeri.

9. Semen Clinker dan 

Semen

6 Industri Semen merupakan salah satu industri strategis di Indonesia. Hal ini karena semen merupakan bahan baku utama dalam

pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, dan lainnya, yang vital bagi perekonomian dan pembangunan negara

Industri Semen dalam negeri di Indonesia menghadapi kondisi over kapasitas, dengan kapasitas produksi yang melebihi kebutuhan

domestik dengan kapasitas produksi yang mencapai lebih dari 124 juta ton per tahun, konsumsi dalam negeri hanya berkisar 64 juta ton

→ Semen Clinker dan Semen termasuk ke dalam komoditi Non Deregulasi karena untuk menjaga daya saing industri Semen

nasional, melindungi industri Semen, mencegah PHK tenaga kerja, serta menjaga utilitas produksi tetap terjaga

10. Perkakas Tangan 

Setengah Jadi

6 Perkakas Tangan adalah alat yang digunakan dengan kekuatan tangan manusia, bukan dengan mesin, untuk melakukan berbagai

pekerjaan, seperti memperbaiki, membangun, atau merawat. Contoh perkakas tangan yang diatur tata niaga impornya adalah meliputi

Sekop, Cangkul, Sabit, Kapak, Gunting Tanaman, dan alat pertanian lainnya.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang bergerak dalam bidang perkakas tangan bisa memproduksi berbagai jenis perkakas, mulai

dari alat pertanian hingga alat pertukangan

→ Kementerian Perindustrian telah mengusulkan untuk perubahan kebijakan impor atas komoditas Perkakas Tangan Setengah

Jadi menjadi barang dilarang impor

(Lanj..) 4. BARANG STRATEGIS DAN/ATAU PADAT KARYA
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Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja: Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian,
perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan
bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

No Kelompok Barang Jumlah 

HS

Keterangan 

11. Komoditi Pangan Lainnya 177 Komoditas Hewan dan Produk Hewan tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi karena masih perlu

dibatasi impornya dengan beberapa pertimbangan yaitu:

1. Melindungi peternak di dalam negeri.

2. Mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam hal

memastikan pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan pada kelompok komoditas Hewan dan Produk

Hewan.

32 Komoditas Produk Hortikultura tidak termasuk komoditas yang diusulkan deregulasi karena masih perlu dibatasi

impornya dengan beberapa pertimbangan yaitu:

1. Melindungi petani hortikultura di dalam negeri.

2. Menjaga keberlangsungan penyerapan tenaga kerja di bidang produk hortikultura (berdasarkan data BPS, 

Usaha Pertanian Perorangan di bidang hortikultura tanaman pangan/perkebunan adalah sebesar 29,3 juta).

3. Mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam hal

memastikan pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan Produk Hortikultura.

(Lanj..) 4. BARANG STRATEGIS DAN/ATAU PADAT KARYA
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OUTLINE

9
595

DASAR KEBIJAKAN DAN DEREGULASI IMPOR

OUTPUT DEREGULASI DAN STRUKTUR PERMENDAG IMPOR

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR DALAM PERMENDAG NOMOR 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, DAN 24 TAHUN 2025

PANDUAN SSM PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN



LAMPIRAN PENGECUALIAN CLUSTER TPT

9
696

Lampiran Kategori
Tekstil, Karpet, dan 

Penutup Lantai 
Tekstil Lainnya

Tekstil dan Produk
Tekstil Batik dan 

Motif Batik

Barang Tekstil
Sudah Jadi 

Lainnya

Pakaian Jadi dan 
Aksesori Pakaian 

Jadi

Lampiran II

Impor Yang Dilakukan
Tidak Untuk Kegiatan
Usaha
Bagi Importir Yang 
Tidak Dapat Memiliki NIB 
Yang Berlaku Sebagai
API

Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan v v v v

Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk
keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau
untuk kepentingan penanggulangan bencana alam

v v v v

Barang perwakilan negara asing beserta para 
pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor
sendiri oleh perwakilan negara asing beserta para 
pejabatnya dimaksud

v v v v

Barang untuk keperluan badan internasional beserta
pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor
sendiri oleh badan internasional beserta para 
pejabatnya dimaksud

v v v v

Lampiran III

Impor Yang Dilakukan
Tidak Untuk Kegiatan
Usaha
Bagi Importir Yang 
Dapat Memiliki NIB Yang 
Berlaku Sebagai API

Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk
keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau
untuk kepentingan penanggulangan bencana alam

v v v v

Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan
produk yang tidak untuk diperdagangkan v - v v

Barang untuk keperluan pameran v v v v
Barang promosi v v v v
Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI - - - v

Lampiran IV

Impor Yang Dilakukan
Untuk Kegiatan Usaha
Bagi Importir Yang 
Dapat Memiliki NIB Yang 
Berlaku Sebagai API

Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah
mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan tentang pengakuan sebagai Authorized 
Economic Operator (AEO) dan/atau penetapan sebagai
Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dengan status aktif

v - - -

Lampiran V Mekanisme KTPPJ
Barang Komplementer - - v v
Barang Untuk Keperluan Tes Pasar - - v v
Barang Untuk Pelayanan Purna Jual - - - -



LAMPIRAN PENGECUALIAN CLUSTER BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

9
797

Lampiran Kategori Hewan dan 
Produk Hewan Beras Jagung Gula Bawang 

Putih
Produk 

Hortikultura

Lampiran II

Impor Yang Dilakukan
Tidak Untuk Kegiatan
Usaha
Bagi Importir Yang 
Tidak Dapat Memiliki
NIB Yang Berlaku
Sebagai API

Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan v v v v v v

Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan
ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan
penanggulangan bencana alam

v v v v v v

Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang 
bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh perwakilan
negara asing beserta para pejabatnya dimaksud

v v v - - v

Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya
yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh badan 
internasional beserta para pejabatnya dimaksud

v v v - - v

Lampiran III

Impor Yang Dilakukan
Tidak Untuk Kegiatan
Usaha
Bagi Importir Yang 
Dapat Memiliki NIB 
Yang Berlaku Sebagai
API

Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan
ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan
penanggulangan bencana alam

v v v v v v

Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk
yang tidak untuk diperdagangkan v v v v v v

Barang untuk keperluan pameran v - - - - -
Barang promosi v - - - - -
Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI v v v v v v

Lampiran IV

Impor Yang Dilakukan
Untuk Kegiatan
Usaha
Bagi Importir Yang 
Dapat Memiliki NIB 
Yang Berlaku Sebagai
API

- - - - - - -

Lampiran V Mekanisme KTPPJ
Barang Komplementer - - - - - -
Barang Untuk Keperluan Tes Pasar v
Barang Untuk Pelayanan Purna Jual - - - - - -

Lampiran VI Stranas PK Barang Pangan Strategis Cakupan StranasPK v - v - v -



LAMPIRAN PENGECUALIAN CLUSTER GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN

9
898

Lampiran Kategori Garam Mutiara
Calon Induk, Induk, 

Benih Ikan, dan/atau
Inti Mutiara

Hasil 
Perikanan

Lampiran II

Impor Yang Dilakukan
Tidak Untuk Kegiatan
Usaha
Bagi Importir Yang 
Tidak Dapat Memiliki NIB 
Yang Berlaku Sebagai
API

Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan v
Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan v

Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk
keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk
kepentingan penanggulangan bencana alam
Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya
yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri oleh 
perwakilan negara asing beserta para pejabatnya dimaksud
Barang untuk keperluan badan internasional beserta
pejabatnya yang bertugas di Indonesia yang diimpor sendiri
oleh badan internasional beserta para pejabatnya dimaksud

Lampiran III

Impor Yang Dilakukan
Tidak Untuk Kegiatan
Usaha
Bagi Importir Yang 
Dapat Memiliki NIB Yang 
Berlaku Sebagai API

Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk
keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk
kepentingan penanggulangan bencana alam
Barang contoh, penelitian, dan/atau pengembangan produk
yang tidak untuk diperdagangkan
Barang untuk keperluan pameran
Barang promosi
Barang contoh uji untuk mendapatkan SPPT-SNI

Lampiran IV

Impor Yang Dilakukan
Untuk Kegiatan Usaha
Bagi Importir Yang 
Dapat Memiliki NIB Yang 
Berlaku Sebagai API

Barang yang diimpor oleh importir (API- P) yang telah
mendapatkan Surat Keputusan dari kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan tentang pengakuan sebagai Authorized Economic 
Operator (AEO) dan/atau penetapan sebagai Mitra Utama 
(MITA) Kepabeanan dengan status aktif

Lampiran V Mekanisme KTPPJ
Barang Komplementer
Barang Untuk Keperluan Tes Pasar
Barang Untuk Pelayanan Purna Jual



ALUR PROSES PERMOHONAN PERIZINAN MELALUI SSM SINSW
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Pelaku Usaha Login Ke SSm Perizinan (ssmijin.insw.go.id) dengan
menggunakan akses SSO OSS / SSO Kemendag / SINSW

Pelaku Usaha Mengajukan Permohonan di SSm Perizinan
dengan melengkapi:
• Memilih Dokumen NK Terkini
• Profil Pelaku Usaha (Pelaku Usaha & Pemohon)
•Data Komoditas (Barang)
•Data Persyaratan (Dokumen NK dan Lainnya)
•Data Khusus (Jika Ada)

Permohan dikirim dari SSm Perizinan ke INATRADE.
INATRADE melakukan pengecekan kesesuaian data elektronik
termasuk juga validasi KSWP, blokir NIB dan Blokir Kementerian 
Perdagangan (validasi kepatuhan)

Draft permohonan di periksa oleh Anggota 2
sebelum diteruskan ke Anggota 1

Draft permohonan diterima oleh Anggota 1
untuk diteliti dan diproses untuk kelengkapan
dokumen.
Anggota 1 dapat melakukan:
•Penerimaan Permohonan
•Rollback Permohonan kepada Pelaku
Usaha
•Tahan SLA

Permohonan diterima dan diproses
oleh Ketua Tim untuk diteliti dan diproses
Selain itu Ketua Tim dapat melakukan:
•Rollback permohonan ke SubKoord
•Tahan SLA Permohonan

Permohonan diterima dan diproses oleh Direktur untuk diteliti dan 
diproses. Selain itu Direktur dapat melakukan:
• Rollback permohonan ke Anggota 1
• Tahan SLA Permohonan

Permohonan Disetujui menggunakan Digital Signature
Oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri Perdagangan.
Selain itu Direktur Jenderal dapat melakukan:
•Rollback permohonan ke Anggota 1
•Tahan SLA Permohonan

Dokumen Perizinan yang sudah disetujui
diteruskan ke Sistem INSW via WebService

Dokumen Perizinan dapat dilihat dan 
diunduh di SSm Perijinan dan dapat
ditracking pada laman penelusuran perijnan
(https://insw.go.id/perijinan)

Tracking Pemrosesan

Pelaku usaha dapat melakukan tracking
pemrosesan pada laman ssm perizinan dan pada
laman tracking INATRADE dengan memasukan
data nomor permohonan inatrade dan NPWP/NIB.
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